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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Mj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJENE

 Memeriksa dan mengadili perkara perdata agamadalam tingkat pertama,

dalam  sidang  Hakim,  telah  menjatuhkan  putusan  dalam  perkara  Cerai  Gugat

antara:

Penggugat,  tempat  dan  tanggal  lahir  Surabaya,  29  Juli  1990,  agama

Islam,  pekerjaan  Honor,  pendidikan  D3,  tempat

kediaman  di  Kecamatan  Banggae,  Kabupaten

Majene, Sulawesi Barat, sebagai Penggugat;

Melawan,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Majene, 31 Desember 1990, agama

Islam, pekerjaan Wiraswasta , pendidikan Sekolah

Dasar,   Dahulu  beralamat  di  Kecamatan

Ulumanda,  Kabupaten  Majene,  sekarang  tidak

diketahui  keberadaannya  di  wilayah  NKRI,

sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa saksi-saksi Penggugat di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2023 yang

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene  pada tanggal 25 Mei 2023

dengan  register  perkara  Nomor  69/Pdt.G/2023/PA.Mj,  mengemukakan  hal-hal

sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada

hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 di Lingkungan Galung Selatan, Kelurahan

Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah

ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Hamid, yang dinikahkan oleh Imam

Masjid  Galung  Selatan,  bernama  Nasaruddin,  dengan  maskawin  berupa

seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri  dua orang saksi masing-

masing  bernama  Rasid  dan  Nursalam,  saat  menikah  Penggugat  berstatus

bujang dan Tergugat berstatus gadis dan antara Penggugat dan Tergugat tidak

ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu

mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum; 

2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal  bersama  di

rumah  orang  tua  Penggugat  di  Lingkungan  Galung  Selatan,  Kelurahan

Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selama 1 bulan; 

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama

Uwais  Al  Qarni  bin  Ilham  (umur  4  tahun)  Dan  sampai  sekarang  anak

Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat; 

4. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun setelah

sebulan  pernikahan  pada  tahun  2018  Tergugat  langsung  meninggalkan

Penggugat  tanpa  alasan yang jelas  dan  Penggugat  berusaha  mencaritahu

keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang tidak di temukan/ di ketahui di

seluruh wilayah Republik Indonesia (NKRI)

6. Bahwa  setelah  kejadian  tersebut,  membuat  Penggugat  dengan  Tergugat

berpisah tempat  tinggal  sampai  sekarang dan telah  berlangsung selama 5

(lima) tahun 1 (satu) bulan; 

7.    Bahwa dengan kedaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa

sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  tetap  mempertahankan  ikatan  pernikahan

dengan Tergugat; 

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Majene cq.  Hakim yang  memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primer :
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menyatakan  sah  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  yang

dilaksanakan  pada tanggal  14  Maret  2018  di  Lingkungan Galung  Selatan,

Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene; 

3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat; 

4. Menetapkan  biaya  perkara  menurut  ketentuan  hukum  dan  perundang-

undangan yang berlaku; 

Subsider :

-        Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari-hari  sidang yang telah  ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  pernah  datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil

atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa  Hakim telah  berusaha  mendamaikan  dengan  cara  menasihati

Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan

kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi

atas  perkara  ini  tidak  dapat  dilaksanakan olehnya  itu  pemeriksaan perkara  ini

dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan

surat  gugatan  Penggugat  yang  pada  dasarnya  maksud  dan  isinya  tetap

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir

di  persidangan,  maka  jawaban  Tergugat  atas  gugatan  Penggugat  tidak  dapat

didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan

PUPR,  bertempat  tinggal  di  Kecamatan  Banggae,  Kabupaten  Majene,  di
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bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut :

 Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  karena  saksi  adalah  Paman

Penggugat; 

 Bahwa saksi hanya satu kali bertemu dengan Tergugat;  

 Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa Penggugat  dengan Tergugat  menikah pada tanggal  14 Maret

2018 di Rumah Penggugat di Lingkungan Galung Selatan, Kelurahan

Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

 Bahwa  yang  bertindak  sebagai  wali  nikah  adalah  ayah  kandung

Penggugat bernama Abdul Hamid

 Bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam

Masjid  Galung  Selatan,  bernama  Nasaruddin  karena  wali  nikah

mewakilkan kepadanya; 

 Bahwa  yang  menjadi  saksi  pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat

adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Rasid

dan Mustamin ; 

 Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat

adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai; 

 Bahwa  Penggugat  berstatus  gadis  dan  saat  itu  yang  saksi  tahu

Tergugat berstatus perjaka; 

 Bahwa  ketika  menikah,  Penggugat  sedang  dalam  keadaan  hamil  3

bulan;

 bahwa Tergugat adalah orang yang menghamili Penggugat;

 Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dengan  Tergugat  tidak  pernah

tinggal bersama; 

 Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama

karena saat itu malam hari usai akad nikah, Tergugat langsung pergi

meninggalkan Penggugat; 

 Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi; 

 Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang

lebih lima tahun lamanya; 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak

pernah datang untuk menemui Penggugat dan anaknya

 Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada

Penggugat dan anaknya; 

 Bahwa tidak pernah diupayakan rukun oleh keluarga akrena Tergugat

tidk diketahui alamat dan tempat tinggalnya ; 

 Bahwa  saksi  rasa  sudah  sulit  karena  Tergugat  tidak  lagi  diketahui

keberadaannya sejak pergi saat itu sampai sekarang;  

Saksi 2, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan,

bertempat  tinggal  di  Kecamatan  Banggae,  Kabupaten  Majene,  di  bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  karena  saksi  adalah  ayah

kandung Penggugat; 

 Bahwa saksi hanya satu kali bertemu dengan Tergugat;  

 Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa Penggugat  dengan Tergugat  menikah pada tanggal  14 Maret

2018 di Rumah Penggugat di Lingkungan Galung Selatan, Kelurahan

Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

 Bahwa  yang  bertindak  sebagai  wali  nikah  adalah  ayah  kandung

Penggugat bernama Abdul Hamid

 Bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam

Masjid  Galung  Selatan,  bernama  Nasaruddin  karena  wali  nikah

mewakilkan kepadanya; 

 Bahwa  yang  menjadi  saksi  pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat

adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Rasid

dan Mustamin ; 

 Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat

adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai; 

 Bahwa  Penggugat  berstatus  gadis  dan  saat  itu  yang  saksi  tahu

Tergugat berstatus perjaka; 
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 Bahwa  ketika  menikah,  Penggugat  sedang  dalam  keadaan  hamil  3

bulan;

 bahwa Tergugat adalah orang yang menghamili Penggugat;

 Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dengan  Tergugat  tidak  pernah

tinggal bersama; 

 Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama

karena saat itu malam hari usai akad nikah, Tergugat langsung pergi

meninggalkan Penggugat; 

 Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi; 

 Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang

lebih lima tahun lamanya; 

 Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak

pernah datang untuk menemui Penggugat dan anaknya

 Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada

Penggugat dan anaknya; 

 Bahwa tidak pernah diupayakan rukun oleh keluarga akrena Tergugat

tidk diketahui alamat dan tempat tinggalnya ; 

 Bahwa  saksi  rasa  sudah  sulit  karena  Tergugat  tidak  lagi  diketahui

keberadaannya sejak pergi saat itu sampai sekarang;  

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima  dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  Penggugat  dalam  kesimpulannya  menyatakan  tetap  pada

gugatannya  dan  tidak  akan  mengajukan  sesuatu  apapun  lagi  serta  mohon

putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah
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sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 pembaharuan dari  Perma Nomor 1 Tahun 2016

tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat

agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1

Tahun  1974  ternyata  tidak  berhasil,  Penggugat  tetap  pada  pendiriannya untuk

bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata

tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat

harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-

tidaknya tidak  membantah dalil-dalil  gugatan Penggugat  karena Tergugat  tidak

pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka

Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-alasan  perceraiannya

dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan

di  bawah  sumpahnya  dalam  persidangan  sehingga  keterangan  saksi  tersebut

telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi-

saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat

yaitu Abd. Rasyid Baco bin Baco dan Abdul Hamid bin Badu Asil, keduanya telah

memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  tersebut  adalah  orang  dewasa  yang

memberikan  keterangan  secara  terpisah  di  bawah  sumpah  di  muka  sidang,

keterangan kedua saksi  secara materil  saling bersesuaian satu  sama lain  dan

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut

telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil  sehingga  keterangan  kedua  saksi
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tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi

itsbat  nikah  dan  gugat  cerai,  maka  Hakim terlebih  dahulu  mempertimbangkan

bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara

Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  gugatannya  mendalilkan  bahwa

alasan bahwa Penggugat ingin pisah dengan Tergugat karena setelah menikah

Tergugat  langsung  pergi  meninggalkan  Penggugat  tanpa  pamit  sehingga  telah

terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang, dan

selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  Penggugat

tersebut  harus  dinyatakan terbukti  bahwa Penggugat  I  dan Penggugat  II  telah

menikah menurut agama Islam pada tanggal hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 di

Lingkungan Galung Selatan, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten

Majene dengan wali  nikah adalah ayah kandung Pemohon II,  yang dinikahkan

oleh  Imam  Masjid  Galung  Selatan,  bernama  Nasaruddin,  dengan  maskawin

berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-

masing bernama Rasid dan Mustamin dan antara Penggugat dan Tergugat tidak

ada larangan menikah secara hukum;

Menimbang,  bahwa  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun

1974 menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila  dilakukan menurut  hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan dalil

sebagaimana disebutkan dalam kitab I'anatut Tholibin IV : 254 kemudian diambil

alih sebagai pendapat Hakim yang yang berbunyi :

عدول وشاهدي ولي نحو من وشروطه صحته ذكر امرأة على بنكاح الدعوى وفى

Artinya : ”Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang
perempuan  harus  dapat  menyebutkan  tentang  sahnya  pernikahan
dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang
saksi yang adil "

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat
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pada  tanggal  pada  tanggal  hari  Rabu  tanggal  14  Maret  2018  di  Lingkungan

Galung  Selatan,  Kelurahan  Galung,  Kecamatan  Banggae,  Kabupaten  Majene

telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan fikih dan Pasal

14  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  dengan  demikian  pernikahan  a  quo   telah

dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam;

Menimbang,  bahwa  tentang  belum  diperolehnya  bukti  nikah  sampai

dengan  saat  ini  oleh  Penggugat  dan  Tergugat,  maka  hal  a  quo tidak

mempengaruhi  keabsahan  pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat,  terhadap

mana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat

mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, ternyata telah terbukti  Penggugat  dengan Tergugat  telah menikah sesuai

ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum

Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka

Hakim berpendapat  bahwa permohonan Penggugat  telah memenuhi  ketentuan

pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  jo.  Pasal  10  ayat  (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a)

Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  oleh  karenanya  permohonan  itsbat  nikah

Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  terkait  masalah  gugatan  Penggugat  tentang

perceraian, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah

yang  dibuktikan  dengan  pengesahan  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat

tersebut  diatas,  karenanya Penggugat  dan Tergugat  di  pandang sebagai  pihak

yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mendalilkan  alasan  pokok  Penggugat

mengajukan  gugatan  cerai  adalah  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat

setelah akad nikah dan tidak pernah kembali selama kurang lebih 5 tahun tanpa

diketahui alamat tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil alasan perceraian Penggugat tersebut,

telah didengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi Penggugat yang

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saling  bersesuaian,  maka  Hakim telah  menemukan fakta-fakta  hukum sebagai

berikut:

 Bahwa Penggugat  dengan Tergugat  menikah pada tanggal  14 Maret

2018 di Rumah Penggugat di Lingkungan Galung Selatan, Kelurahan

Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

 Bahwa  yang  bertindak  sebagai  wali  nikah  adalah  ayah  kandung

Penggugat bernama Abdul Hamid

 Bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam

Masjid  Galung  Selatan,  bernama  Nasaruddin  karena  wali  nikah

mewakilkan kepadanya; 

 Bahwa  yang  menjadi  saksi  pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat

adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Rasid

dan Mustamin ; 

 Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat

adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai; 

 Bahwa  Penggugat  berstatus  gadis  dan  saat  itu  yang  saksi  tahu

Tergugat berstatus perjaka; 

 Bahwa  ketika  menikah,  Penggugat  sedang  dalam  keadaan  hamil  3

bulan;

 bahwa Tergugat adalah orang yang menghamili Penggugat;

 Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dengan  Tergugat  tidak  pernah

tinggal bersama; 

 Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama

karena saat itu malam hari usai akad nikah, Tergugat langsung pergi

meninggalkan Penggugat; 

 Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang

lebih lima tahun lamanya; 

 Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak

pernah datang untuk menemui Penggugat dan anaknya

 Bahwa Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya sejak pergi saat itu

sampai sekarang;
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Menimbang,  bahwa  dalam  kehidupan  rumah  tangga  suami  istri  harus

saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh

kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan

dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat,  tidak  adanya  lagi  kesepahaman  kata,

tindakan/perbuatan  dan  pemikiran  serta  saling  pengertian  satu  sama  lainnya,

berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat,  Perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus  membuat

Penggugat  merasa  tidak  sanggup  lagi  mempertahankan  kehidupan  rumah

tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

dan  hingga  putusan  ini  dibacakan  pisah  tempat  tinggal  tersebut  sudah

berlangsung  selama  5  tahun  lamanya  dan  Tergugat  yang  pergi  meninggalkan

Penggugat  serta  selama  perpisahan  tersebut  mereka  tidak  pernah  lagi  ada

komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta

Tergugat  tidak  lagi  menafkahi  Penggugat,  hal  ini  merupakan  indikasi  adanya

ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,  yang sangat

menciderai  keutuhan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat,  maka  patut

disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung

dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang,  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati

dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah

merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah

tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang,  bahwa  kondisi  rumah tangga  Penggugat  dan  Tergugat

sebagaimana  tersebut  di  atas,  Hakim berpendapat  bahwa  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat  tidak  dapat  mencapai  tujuan  pernikahan  untuk

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,
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maka  Hakim berpendapat  bahwa rumah tangga Penggugat  dan Tergugat telah

dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun

dan  harmonis  lagi  dalam  rumah  tangga  sehingga  gugatan  Penggugat  telah

memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39

ayat  2  Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.  Pasal  19 huruf  (b)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam dan

Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004,  oleh  karenanya  gugatan

Penggugat  harus  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  Bain  Shughra

Tergugat (Ilham bin Jasman) terhadap Penggugat, (Nur Farida binti Abdul Hamid);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh  Pengadilan Agama

Majene adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah

tidak  boleh  rujuk  dengan  bekas  suaminya  (Tergugat),  tetapi  keduanya  boleh

melakukan akad nikah baru;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  datang  menghadap  dan  tidak

menyuruh  orang  lain  untuk  datang  menghadap  di  persidangan  sebagai

wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil  secara resmi dan patut dan

tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang

sah  sehingga  ketidakhadiran  Tergugat  tersebut  mengakibatkan  tidak  dapatnya

didengar  keterangannya  atau  setidak-tidaknya  untuk  membantah  dalil-dalil

gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

maka gugatan Penggugat  dipandang cukup  alasan  dan  tidak  melawan hukum

dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  biaya

perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:
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1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;  

3. Menyatakan  sah  perkawinan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  yang

dilaksanakan  padapada  tanggal  14  Maret  2018  di  Lingkungan  Galung

Selatan, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;  

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;  

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 480.000,00 (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah). 

Demikian  diputuskan  oleh  Hakim Tunggal  Pengadilan  Agama  Majene

pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20

Rabiul  Awwal  1445  Hijriah  oleh  Anisa  Pratiwi,  S.H.I.  sebagai  Hakim Tunggal,

berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 25 Mei 2023, putusan tersebut diucapkan

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut,

dan didampingi oleh  Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri

oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

-  PNBP : Rp 70.000,00

-  Proses : Rp 100.000,00

-  Panggilan : Rp 200.000,00

-  Pemberitahuan Putusan : Rp 100.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-  Meterai : Rp              10.000  ,00  

J u m l a h : Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


